
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021;

BUPATI LOMBOK UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR \~·A TAHUN 2020

BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengingat

Menimbang

r





Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan





Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
Lambaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor
45);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12
Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangakat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor
62).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 05
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 05)

19. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 16A
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2020 No 16.A)





HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUNLALU
TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT
DAERAH

BABIII
BABIV

BAS II

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sitematika sebagai
berikut:
BABI PENDAHULUAN

Pasa14

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021
berpedoman pad a Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja
Perangkat Daerah Tahun lalu dan hasil evaluasi renja Perangkat Daerah
tahun berjalan.

Pasal3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Pasal2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Startegis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
un tuk periode 5 (lima) tah un.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggran Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat
RKAPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Pasal1

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN2021

Menetapkan

MEMUTUSKAN:





BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKUTARATAHUN 2020 NOMOR 1:l.A

H. SUARDI

1H. NAJMUL AKHYAR
Diundangkan di Tanjung

pada tanggal ~o Juli 2020

1 SEKRETARIS DAERAH
~ KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal ~" Juli 2020
BUPATI LOMBOK UTARA, q.-.

1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa16

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah.

Pasal5

(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

PENUTUPBABV
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